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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata agama pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK.  7472044107940002,  tempat  dan  tanggal  lahir

Muna,  01  Juli  1994 (umur  29  tahun),  agama  Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di

KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.  ,  tempat  dan  tanggal  lahir  Ambon,  21  Februari

1997  (umur  27  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,  tempat  kediaman di  KOTA

BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pasarwajo,  Nomor

178/Pdt.G/2024/PA.Pw,  tanggal  itu  juga,  telah  mengajukan  gugatan  cerai

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal 5 Agustus 2015,  Penggugat  dan Tergugat 

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, xxxx xxxxxx,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sebagaimana sesuai  dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor: 042/05/VIII/2015, tertanggal  5 Agustus 2015;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal 

bersama  di  rumah orang tua Tergugat  di  xxxx xxxxxxx,  xxxxxxxxx xx,

xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx  selama  2  tahun,  kemudian  Penggugat  dan

Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;  

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  selama  ini  telah  melakukan

hubungan layaknya suami istri  dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak

yang bernama; 

3.1 ANAK I, umur 3 tahun; 

3.2ANAK II, umur 1 tahun;  

4. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat 

berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Maret  tahun  2022

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis

disebabkan karena:

4.1  Bahwa  Tergugat  selingkuh  dengan  perempuan  bernama

SELINGKUHAN; 

4.2Bahwa  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat;  

5. Bahwa puncak  perselisihan  terjadi  pada bulan  Mei  tahun 2022

dimana  Penggugat  bertengkar  dengan  Tergugat  yang  akibatnya

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan

kediaman bersama adalah Tergugat;  

6. Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  belum pernah dimediasi oleh

keluarga;  

7. Bahwa  setelah  pisah  Penggugat  tinggal  di  rumah  kediaman

bersama  di  xxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx  dan

Tergugat  saat  ini  berada  di  xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  xxxxx  xx  x

xxxxxx,xxxxxxxxx xxxxx, Kec. Wolio, xxxx xxxxxx;  

Disclaimer
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8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Pasarwajo

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;  

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat

mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Pasarwajo  melalui  Hakim  yang

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,

mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Kehadiran Para Pihak

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  datang

menghadap  di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  178/Pdt.G/2024/PA.Pw  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Disclaimer
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Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar

tidak  bercerai dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa  selanjutnya dimulai  pemeriksaan dengan membacakan surat

gugatan  Penggugat  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  yang  maksud  dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  042/05/VIII/2015 atas  nama

Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Bungi Kota Bau Bau

Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Agustus 2015. Bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama ANAK I  Nomor  7414-LT-

29082022-0019 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab Buton Tengah. Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi  Kutipan Akta Kelahiran  atas nama ANAK II  Nomor 7414-LU-

29082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab Buton Tengah. Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2

4. Fotokopi Petikan Putusan atas nama Tergugat,  yang dikeluarkan oleh

Panitera  Pengadilan Negeri Pasarwajo, tertanggal 13 Oktober 2022 Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3.

B. Saksi

Disclaimer
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1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan

terakhir  SLTA,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  BUTON  TENGAH,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Terggugat telah berpisah

tempat tinggal karena Tergugat dipenjara selama 10 tahun;

- Bahwa  sebelum  berpisah  Tergugat  selingkuh  dengan  adik  ipar

Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan cukup;  

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx

xxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Terggugat telah berpisah

tempat tinggal karena Tergugat dipenjara selama 10 tahun;

 Bahwa  sebelum  berpisah  Tergugat  selingkuh  dengan  adik  ipar

Penggugat;

 Bahwa saksi menyatakan cukup;  

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan meminta hak asuh

anak di tetapkan kepada Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana   terurai  di  atas;

Pertimbangan Sidang Hakim Tunggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang bahwa, berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Izin sidang

dengan Hakim Tunggal, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo

Nomor  1/KPA.W21-A7/SK/HK.05/I/2024  tanggal  2  Januari  2024  tentang

susunan Majelis  Hakim dan Hakim Tunggal  dan Penetapan Hakim Tunggal,

maka perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah (without default reason);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan

Pasal  154 ayat (1) R.Bg  jo.  Pasal  82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa  Tergugat yang  telah  dipanggil secara  resmi dan

patut  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  maka  harus

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara

verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  surat  gugatan

Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat

pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada

duduk perkara di muka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa

secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19

huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf c

dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  memberikan  jawaban  atau

tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di

muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu,

Tergugat  harus  dianggap  telah  melepaskan  hak-haknya  berkenaan  dengan

perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian

yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk

memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

maka Penggugat  tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.  Hal  ini  sejalan

dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa

pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  surat  yang  diajukan  Penggugat

akan dipertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  sampai  dengan P.4 yang  diajukan

Penggugat  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen,  telah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini.

Dengan  demikian,  bukti  tersebut  dapat  diterima  dan  dipertimbangkan,

sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 tentang Bea Meterai  jo.  Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di

Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti  surat  Penggugat merupakan akta autentik

yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  serta  tidak  dibantah

kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskracht),  sebagaimana

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

dalam perkara  a quo  merupakan bukti utama (prima facie evidence) terhadap

suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan

bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya

dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk

mengajukan  gugatan  cerai  ini,  maka  ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai

pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 merupakan akta kelahiran.

Berdasarkan bukti tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 anak

yang masing-masing bernama: ANAK I, lahir  pada tanggal 10 Juni 2021 anak

ke satu dan ANAK II, lahir  pada tanggal 9 Agustus 2022 anak ke dua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Petikan Putusan Pengadilan

Negeri terkait perihal tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat yaitu .terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

melakukan  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan
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dengannya, dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam)

bulan;

Berdasarkan  bukti  tersebut,  terbukti  Tergugat  mendapat  hukuman

penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun.

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang

saksi  di  muka  persidangan dari  orang  dekat  Penggugat  yang keduanya

dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  sebagai  aturan  khusus  ( lex

specialis) dalam memeriksa perkara perceraian

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat  adalah  orang

dekat  Penggugat,  masing-masing  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  sudah

disumpah  dan  telah  memberikan  keterangan  di  depan  sidang  satu  persatu

secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  134  Kompilasi

Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi

Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai

pembuktian, keterangan para saksi  yang diajukan di  persidangan juga harus

memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan

itu harus mempunyai  sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang

diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain

atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di

muka sidang  mengetahui  bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami  istri  yang  telah  menikah  secara  sah  dan  juga  mengetahui  penyebab

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  lebih  lanjut

antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak saat
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itu antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan

sudah  pernah  dirukunkan  oleh  para  saksi,  namun  tidak  berhasil yang

selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  Penggugat  yang

mengetahui  secara  langsung  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

sehingga keterangan saksi-saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil  gugatan Penggugat

yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di

persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Terggugat telah memiliki 2 anak masing-

masing bernama: ANAK I, lahir  pada tanggal 10 Juni 2021 dan ANAK II,

lahir  pada tanggal 9 Agustus 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

- Bahwa Tergugat dihukup penjara selama lebih dari 5 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum 

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa petitum tersebut  merupakan petitum yang akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan   seluruh  petitum Penggugat,  karenanya

jawaban  terhadap  petitum ini  akan  dicantumkan  dalam konklusi  dan  diktum

putusan;

Pertimbangan  Angka  2  tentang  Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Shughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas  selanjutnya  menjadi

fakta hukum tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga
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Penggugat  dan  Tergugat sudah  memenuhi  kategori  rumah  tangga  yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116

huruf c dan f KHI.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun 1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo.  Pasal 116

huruf c KHI menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

alasan: …c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menegaskan

“Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari  suami-istri mendapat

hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat sebagai

dimaksud  dalam  Pasal  19  huruf  c,  maka  untuk  mendapatkan putusan

perceraian  sebagai  bukti  Penggugat  cukup  menyampaikan salinan  putusan

Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan

bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Menimbang,  bahwa apabila  fakta Penggugat  dan Tergugat  yang sah

dihubungkan dengan fakta ... sehingga dalil Penggugat yang minta diceraikan

dari Tergugat dengan sebab Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5

(lima)  tahun  patut  dinyatakan  terbukti  karena  beralasan  dan  tidak  melawan

hukum.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Hakim

berpendapat  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  dapat  diputuskan  dengan

alasan Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun. 

Menimbang,  bahwa  terlepas  dari  vonis  yang  dijatuhkan  terhadap

Tergugat  tersebut,  keadaan  keduanya  yang  telah  berpisah  tempat  tinggal

karena  Tergugat  berada  di  penjara  serta  keinginan  Penggugat  untuk  tetap

mengajukan  perceraian  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus,

saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah
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tidak lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik

antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Hakim  telah  berusaha

memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah

tangganya namun ternyata  nasihat  itu  tidak  mengubah pendirian  Penggugat

untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang,  bahwa keadaan  rumah  tangga  demikian  hanya  akan

menimbulkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak, hal mana

justeru  tidak  dikehendaki  dalam  suatu  perkawinan.  Karena  itu,  Pengadilan

berpendapat kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat harus

dihilangkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح    المفاسددرء  جلب على مقدم

Artinya : “Menolak  kemudharatan harus  didahulukan dari  pada menarik
kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya, Penggugat dengan tegas

menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat dan menghendaki segera

bercerai  dengan  Tergugat.  Dari  sikap  tersebut  dapat  diketahui  rasa  cinta

Penggugat terhadap Tergugat sudah pudar.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum

Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhu as-Sunnah juz II halaman 248

yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  dalam

memutus perkara ini, pendapat tersebut berbunyi:

اعتراف  الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا ل  اليذاء وكان الزوج أو يطاق مما

.بائنة طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه

Artinya : “Maka  apabila  telah  tetap  gugatan  isteri  di  hadapan  Hakim

dengan bukti  dari  pihak  isteri atau  pengakuan  suami,

sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan

tidak  adanya  pergaulan  yang  pantas  antara  keduanya,  dan

Hakim  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.
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Menimbang, bahwa selanjutnya 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116

huruf  f  KHI menyebutkan  …f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.

Menimbang,  bahwa  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  Penggugat  di

persidangan,  tidak  ada satupun bukti  yang dapat  menerangkan telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran  secara  terus  menerus antara  Penggugat  dan

Tergugat  sehingga  dalil  Penggugat  tentang  ketidakharmonisan  rumah

tangganya karena sering berselisih dan bertengkar dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan  untuk melakukan perceraian harus ada

cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  rukun  sebagai

suami istri. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, meskipun

dalil  tentang  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak terbukti namun dengan ditemukannya fakta Tergugat mendapat hukuman

penjara lebih dari 5 (lima) tahun maka Hakim telah mempunyai cukup alasan

untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  terhadap

Penggugat.

Menimbang,  bahwa yang dimaksud  talak  satu  ba'in  shughra  di  atas

adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad

nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai

dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Ex Officio Hadhonah / Hak Asuh Anak

Menimbang,  perihal  gugatan  hadhonah  atau  hak  asuh  anak

merupakan tuntutan pokok Penggugat, karenanya akan Hakim pertimbangkan

terlebih dahulu;
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Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta  hukum  pertama,  bahwa

Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang

masing-masing bernama ANAK I, lahir  pada tanggal 10 Juni 2021 dan ANAK II,

lahir   pada tanggal  9  Agustus  2022,  karenanya masih  tergolong anak yang

belum dewasa;

Menimbang, bahwa perihal hadhonah Pemohon menguatkan dengan

mengajukan  alat  bukti  bertanda  P.2  dan  P.3  masing-masing  adalah  akta

kelahiran kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil

terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya,

maka  perlu  ditetapkan  pihak  yang  mengasuh/merawat  (hadhanah)  terhadap

anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  kepengasuhan  anak,  Hakim

perlu  mengemukakan  firman  Allah  SWT dalam surat  al-Kahfi  ayat  46  yang

berbunyi sebagai berikut: 

رَبكَِ          عِندَْ خَيرٌْ الصَالحَِاتُ واَلبْاَقيِاَتُ الدنُيْاَ الحَْياَةِ زيِنةَُ واَلبْنَوُنَ المَْالُ

. أمََل   وخََيرٌْ  ثوَاَباً

Artinya:  “Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia

tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi

Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa

anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya

yang dalam perkara  a quo disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu

pada  prinsipnya  Penggugat  dan  Tergugat  berhak  untuk  mengasuh  anak

sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan

kepengasuhan tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  41  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa

akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan
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kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-

anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut terhadap hak

asuh kedua anak maka Hakim menetapkan 2 orang anak yang masing-masing

bernama  ANAK I, lahir  pada tanggal 10 Juni 2021 dan ANAK II, lahir  pada

tanggal 9 Agustus 2022 berada di bawah hadhonah / penguaaan Penggugat

selaku Ibu Kandung;

Menimbang,  bahwa  perihal  hak  asuh  anak  telah  ditetapkan  oleh

Hakim kepada Penggugat, akan tetapi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu

anak  tetap  diberikan  secara  berimbang  dengan  mendasarkan  bahwa

Pengadilan  memerintahkan  Termohon  untuk  memberi  akses  seluas-luasnya

kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan

dituangkan  dalam  amar  putusan  perkara  ini  secara  ex  officio sebagaimana

dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2017  Sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang,  bahwa sebagai  konsekwensi,  apabila  Penggugat  selaku

pemegang hak asuh (hadhanah) anak tidak memberi akses atau menghalang-

halangi  Pemohon  untuk  bertemu  anaknya  atau  sebaliknya  melarang  anak

bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh

(hadhanah) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah

diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149

R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya

akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini  termasuk dalam bidang perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu  ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan 2 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I, lahir

pada tanggal 10 Juni 2021 dan ANAK II, lahir  pada tanggal 9 Agustus 2022,

berada di bawah hadhonah / penguaaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan dalam  sidang  Pengadilan  Agama  Pasarwajo

pada hari Senin 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram

1446  Hijriyah  oleh  Eko  Yunianto,  S.H.,  M.H. sebagai  Hakim  Tunggal,  dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Hakim

Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Eko Yunianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
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La Ode Azwar Tanda, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp60.000,00
3. Panggilan Rp900.000,00
4. PNBP 

Panggilan

Rp20.000,00

5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp1.030.000,00
(satu juta tiga puluh ribu rupiah)
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